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WALIKOTA BATAM, 

 

Menimbang   :  bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat 
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan 

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 
Kerja Asing, maka perlu membentuk Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 
Tenaga Kerja Asing; 

 

Mengingat   : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten 
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 

tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, 
Kabupaten Rokan Hulu, Rokan Hilir, Kabupaten 

Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, 
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4880); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4279); 



4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 

tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 

Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 
tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan 
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan 

Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 216); 

8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 

2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Batam 

(Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2010 Nomor 
1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 
7). 

 
Dengan Persetujuan Bersama: 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM 

 

dan  
 

WALIKOTA BATAM  

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  

PERPANJANGAN  IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA 
KERJA ASING. 

 
 



BAB  I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Batam. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam. 

3. Walikota adalah Walikota Batam. 

4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, 
adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas 

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 
disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau 
badan. 

5. Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 

Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi 
Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas 

pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja 
tenaga kerja asing. 

6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan 

yang menurut Peraturan Perundang-undangan 
retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong 

retribusi tertentu. 

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan baik yang melakukan 
usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 
meliputi; perseroan lainnya, Badan Usaha Milik 

Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk 
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi 

sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, 
bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya. 

8. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu 
yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi 
untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu 

dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

9. Hari adalah hari kerja. 

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disebut SKRD, adalah surat keputusan yang 
menentukan besarnya retribusi yang terutang. 

11. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan 
tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda. 

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat 
ketetapan retribusi yang menentukan jumlah 
kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah 



kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang 
terhutang atau tidak seharusnya terutang. 

13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya 
disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau 

penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan 
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran 

yang ditunjuk oleh Walikota. 

14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Batam atau 
badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab 

sebagai pemegang kas daerah Kota Batam. 

15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya 

disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil 
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang 
diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk 

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran 
Peraturan Daerah. 

 

BAB II 
KETENTUAN RETRIBUSI 

 
Bagian Kesatu 

Nama, Objek, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi 

 
Pasal 2 

Setiap badan yang mendapatkan pelayanan 
perpanjangan IMTA, dipungut retribusi dengan nama 
Retribusi Perpanjangan IMTA. 

 
 

Pasal 3 

(1) Objek retribusi adalah pemberian perpanjangan 
IMTA kepada pemberi kerja Tenaga Kerja Asing. 

(2) Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi 
pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan 

internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, 
dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.  

 

Pasal 4 

(1) Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi 

pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang 
mendapatkan pelayanan Perpanjangan IMTA. 

(2) Subjek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah Wajib Retribusi, merupakan badan yang 
menurut ketentuan Peraturan Daerah ini diwajibkan 

untuk melakukan pembayaran retribusi. 

 

 



Bagian Kedua 
Golongan Retribusi 

 
Pasal 5 

Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal  2 digolongkan sebagai retribusi perizinan 
tertentu. 

 
Bagian Ketiga 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

 
Pasal 6 

Besarnya retribusi yang terhutang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan perkalian 
antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. 

 

Bagian Keempat 

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi 
 

Pasal 7 

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi 
perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 2 ditetapkan berdasarkan pada tujuan untuk 

menutup sebagian atau seluruh biaya 
penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. 

(2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) meliputi: penerbitan 
dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan 

hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif 
dari pemberian izin. 

 

Bagian Kelima 
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi 

 
Pasal 8 

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perpanjangan 

IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 
sebesar USD 100 (seratus dollar Amerika Serikat) per 

orang per bulan. 

 

Pasal 9 

(1)  Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun 
sekali. 

(2)  Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan 

indeks harga dan perkembangan perekonomian. 

(3)  Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 


